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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ehsiensi, efektivitas
dan akuntabilitas penatausahaan keuangan di Pemerintah
Kota Semarang dipandang perlu untuk mengubah tanda
tangan pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
semula tandatangan manual menjadi tandatangan
elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 48 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah Kota Semarang , perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Sistem
dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota
Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
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Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogiakarta; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor g2,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran
Negara Nomor 6398);

8. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara
Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, "fambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 4g,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang perubahan
Atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negari
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l3g, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentangHibah Kepada Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor t39, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20lg tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2018 Nomor 24g, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor il Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana
telah di ubah dengan peraturan Daerah Kota SJmarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 1l Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2O13 Nomor 5, Tambahan lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor g3);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2b11 tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang pedoman pengelolian Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Z0lt
Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 200gtentang Tata Cara penatausahaan dan penyusunan
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara' serta
penyampaiannya;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor. 450) sebgaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan Keempat ALs
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i9
Nomor l5); I l+ /fl



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur penatausahaan Keuangan
Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2O17 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Walikota Semarang Nomor 4g Tahun 2017
tentang Ferubahan Atas peraturan Walikota Semarang
tentang Sistem dan prosedur penatausahaan Keuangan
Daerahkota. Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4
TAHUN 2OI7 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2o17 tentang sistem dan Prosedur penatausahaan Keuangan Daerah Kota
semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 4) diubah sibagai berikut:

l. Diantara angka 46 dan angka 47 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 464, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

l.

Pasal 1

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ral<yat daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kew4jiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. t+ t/t
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerahselaku Pengguna Anggaran/ pengguna barang, yang jug.
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Walikota adalah Walikota Semarang.
10' Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah walikota

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

I 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seranjutnya disingkat ppKD
adalah Kepala Perangkat Daerah pengelola Keuangan Oaerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala pDpKD yang mempunyai tlgas
melaksanakan pengelolaan ApBD dan bertindak sebagai elnaarrira
umum daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang seranjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bindahara Umum
Daerah.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut pA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggarzrn untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinnya.

14. Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meLaksanakan
sebagian tugas BUD.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA adatah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fuigsi
Perangkat Daerah.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada perangkat Daerah.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat pprK
adalah pejabat pada unit keq'a perangkat Daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah pada
Perangkat Daerah. 0 ,tc ,1,
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20.

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

22.

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanaja
Daerah pada Perangkat Daerah.
Unit keq'a adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan
satu atau beberapa program, khusus untuk unit kerja pada Sekolah
Menengah Pertama Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Dinas Pendidikan, Taman Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan
Belajar, Puskesmas, dan Bagian pada Sekretariat Daerah serta Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Perangkat Daerah Pekerl'aan
Umum dalam rangka penatausahaan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit
kerja tersebut dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP)/Surat Permintaan Pembayaran Ganti
Uang Persediaan (S PP-GU) / S urat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang Persediaan (SPP-TU) / Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(sPP-LS).

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat pe{anjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
pefanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
PA.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelolaan
Bendahara Umum Daerah.

Keuangan dan Aset Daerah selaku
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31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran l,anjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggar€rn tahun berikutnya.

33. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SpD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat permintaan pembayaran.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/BendJara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

36. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Spp_Up adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka keq.a yang
bersifat pengisian kembali (reuolvingl yang tidak dapat diLtukan
dengan pembayaran langsung.

37. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Spp_GUadalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

38. sPP Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat spp-Tuadalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan- perangkat
Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan urituk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

39. SPP l,angsung yang selanjutnya disingkat Spp-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran/ Bendahara pengeluaran
Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 

-kerja

lainnya dan/atau pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

40. surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sp2D
q$alah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencair"rt"ra y"rg
diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan surat perintalr
Membayar.

41. surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adarah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pA/KpA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-pD. / t(- lIt/tt



42.

43.

44.

45.

Surat Perintah Membayar Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pA/KpA
untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DpA-pD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh eATfee
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-pD yang
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang ielatr
dibelanjakan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan-oleh
PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pe.rgEl,raran DpA-pD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar l"angsung yang selanjutnya disingkat SpM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pA/ KpA untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.
Surat Pertanggungj awaban yang selanj utnya disingkat S pJ.
Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Benda berharga adalah benda-benda yang mempunyai nilai seperti
karcis retribusi/ stiker/ sejenisnya.

46.
46A.

47.

48.

49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Semarang
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 51A
dan Pasal 51B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

(1) Prosedur Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 47
sampai dengan Pasal 51 berupa data soficopy yang dikirimkan secara
elektronik.

(2) Penandatanganan SP2D oleh Kepala Badan pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Kepala Seksi Belanja Langsung selaku Kuasa
Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 sampai
dengan Pasal 51 berupa tanda tangan elektronik yang dikeluarkan
Badan Siber dan Sandi Negara.

(3) Penandatanganan SP2D secara elektronik sebagaimana
pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dimulai pada
Daerah yang sudah sian. 

1

dimaksud
Perangkat
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Pasal 5lB
(1) Penandatanganan SP2D secara elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5lA ayat (2), dikecualikan dalam hal terjadi gangguan
j aringan / intemet/ sistem/ aplikasi.

(2) Gangguan sebage i6ans dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan
jaringan/internet/sistem/aplikasi tidak dapat beroperasi sesuar
dengan Standar Operasional Prosedur dari Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

(3) Dalam hal keadaan/kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
teq'adi maka penandatanganan SP2D dilakukan secara manual.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang

Diundangkan di Semarang
padatanggal rz Februcr r i to)o
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG.

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2O2O NOMOR 12

HENDRAR PRIHADI

af{

4 Pada tanggal tL Februr' ' ,

r WALIKOTA SEMARANG, 
:

o;
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